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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan rumusan masalah penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebaga berikut: 

a. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penyedia barang dan jasa dalam 

mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, 

yaitu: 

1. Tidak mempunyai badan usaha 

Orang/perorangan yang tidak mempunyai suatu badan usaha namun 

orang tersebut memiliki modal peralatan dan sumber daya manusia 

dan ingin mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

2. Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai 

Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh LPJK Daerah. Apabila 

badan usaha yang akan mengikuti lelang memiliki kualifikasi yang 

tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan maka 

badan usaha tersebut tidak dapat mengikuti lelang dimaksud. 

3. Klasifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai 

penyedia (badan Usaha) jasa konstruksi harus dapat menunjukkan 

Sertifikat Badan Usaha yang di dalamnya memuat 

klasifikasi/kompetensi badan usaha tersebut. Apabila hal tersebut 

tidak sesuai maka badan usaha tersebut dinyatakan tidak lulus secara 

administrasi. 

4. Kepentingan melengkapi administrasi prasyarat untuk mengikuti 

tender baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. 

5. Waktu tender yang memiliki waktu yang cukup singkat dari proses 

persiapan hingga pengumpulan dokumen. 

6. Pihak peminjam nama memiliki kedekatan dengan pihak pengadaan 

tender. 
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b. Pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP memiliki 

beberapa kelemahan dengan belum diaturnya secara khusus mengenai 

praktik pinjam nama badan usaha lain. Kelemahan tersebut antara lain: 

1. Adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai praktik pinjam nama 

yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran. 

2. Ada celah keikutsertaan perusahaan milik pejabat publik dan 

perusahaan boneka. 

3. Pelaksaanaan yang kurang cermat dan teliti sehingga dapat terkelabui 

oleh penyedia jasa yang melakukan praktik ini.  

c. Penggunaan nama badan usaha lain sesuai dengan Perpres Pengadaan dan 

Peraturan LKPP dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan, karena 

penyedia jasa menyampaikan dokumen maupun memberikan keterangan 

secara tidak benar. 

d. Keefektivitasan hukum mengenai pengadaan barang atau jasa yang 

mengatur praktik pinjam nama badan usaha berdasarkan teori efektivitas 

hukum, antara lain: 

1. Faktor Hukum 

Belum diaturnya secara khusus mengenai praktik pinjam nama badan 

usaha akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam penegakan praktik 

ini sendiri, karena tafsir peraturan saat ini yang sangat luas. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Kurang efektifnya hukum saat ini yang mengatur mengenai praktik 

pinjam nama badan usaha lain dapat dilihat dalam faktor penegak 

hukum yang sering kali terkelabui oleh badan usaha yang melakukan 

praktik ini, sehingga tidak dapat dipungkiri praktik ini masih terjadi.  

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

LKPP sebagai lembaga yang dapat dikatakan berperan penting dalam 

tahap pengadaan barang atau jasa pemerintah seharusnya dapat 

memberikan kontribusi baik dari pengetatan regulasi maupun 

pengawasan dalam pelaksanaanya sehingga masalah praktik pinjam 
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nama badan usaha lain dalam pengaadaan barang atau jasa di 

Indonesia dapat diatasi. 

4. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat dalam hal ini penyedia jasa konstruksi dapat 

dikatakan berperan penting pada terwujudnya keefektivitasan hukum. 

Seberat apapun sanksi yang ada pada suatu peraturan, namun 

masyarakatnya tetap tidak mematuhinya, maka hukum tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. 

5. Faktor Kebudayaan 

Nilai ketertiban yang harus tercapai adalah proses pengadaan barang 

atau jasa yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku khususnya 

permasalahan mengenai praktik pinjam nama badan usaha lain, 

sehingga terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat untuk itu 

perlunya kepatuhan oleh semua pihak dalam proses pengadaan barang 

atau jasa. Sedangkan nilai kejujuran dapat tercipta apabila pihak-

pihak dalam pengadaan barang atau jasa dapat terbuka dalam 

memberikan syarat-syarat berupa dokumen maupun keterangan lain 

yang sebenarnya. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dalam penelitian penulisan hukum ini, 

penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat menyelesaikan 

permasalahan sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, antara lain: 

a. Pemerintah khususnya badan legislatif seharusnya merevisi peraturan 

tentang pengadaan barang atau jasa karena sampai saat ini belum adanya 

yang mengatur secara khusus tentang pencegahan praktik pinjam nama 

badan usaha lain dalam pengadaan barang atau jasa. Pengaturan ini dapat 

disisipkan dalam penyusunan undang-undang tentang pengadaan barang 

atau jasa yang sampai saat ini hanya diatur sampai dengan perpres saja. 

b. Apabila penyedia jasa memang terpaksa atau merasa dengan 

meminjamkan nama Badan Usaha kepada badan usaha lain lebih 
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menguntungkan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di 

instansi pemerintah hendaknya lebih berhati-hati dan selektif terhadap 

Badan Usaha yang meminjam nama tersebut hal ini terkait dengan 

kredibilitas Badan Usaha yang bersangkutan, serta pemerintah harus 

memfasilitasinya agar praktik ini dapat berjalan tanpa menimbulkan kesan 

buruk. 

c. Panitia pengadaan yang mungkin dapat bekerja sama dengan LKPP dalam 

proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan membrntuk 

suau tim atau divisi yang diharapkan lebih cermat dan teliti dalam 

melakukan evaluasi dokumen administrasi dan teknis serta penawaran 

untuk menghindari praktek peminjaman nama badan usaha dalam 

pelaksanaan lelang tersebut. Bilamana perlu dengan melakukan 

pemeriksaan aliran dana dari badan usaha penyedia jasa, karena dengan ini 

dapat menemukan indikasi adanya praktik pinjam nama badan usaha. 

d. Divisi atau tim yang dibentuk oleh panitia pengadaan dan LKPP ini juga 

dapat bilamana diperlukan dengan melakukan klarifikasi dokumen 

administrasi penyedia barang dan jasa dengan melakukan pemeriksaan 

lapangan terhadap badan usaha yang menjadi calon pemenang lelang 

pengadaan barang dan jasa. 

e. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat lebih menegaskan mengenai 

tata kelola pemerintahan yang baik, seperti dengan pengetatan 

pengawasan dalam pelaksanaan lelang sampai dengan pelaksanaan proyek 

untuk menghindari pihak-pihak yang tidak memiliki kaitannya dengan 

badan usaha yang menjadi peserta lelang sebenarnya. Mengingat adanya 

perjanjian pemberian kuasa antara badan usaha yang melakukan praktik 

pinjam nama. 
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